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Abstrak

Semakin bertambahnya penduduk Indoneisa maka diperlukannya juga lapangan
pekerjaan, salah satunya dibidang industri yang mana dalam pengerjaannya selalu
berhubungan dengan lingkungan hidup. Sektor industry telah berkontribusi dibidang ekonomi
yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia, namun faktanya tanpa disadari aktifitas dari
pembangunan industri memiliki dampak = terhadap lingkungan sekitar. Dampak yang
ditimbulkan akibat dari pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan standar yang anjurkan
oleh pemerintah setempat, limbah sendiri terdiri dari limbah padat, cair , dan gas yang mana
jika tidak dikeola dapat menyebabkan pencemaran. Oleh sebab itu peran Pemerintah Daerah
sangat diperlukan dalam menangani dampak yang ditimbulkan. Pemerintah Daerah memiliki
kewenangan dalam tata kelola pemerintahan khususnya di tingkat Kabupaten atau kota.

Kata kuni:Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah,kebijakan, Limbah

Abstract
With the increasing population of Indonesia, there is also a need for employment
opportunities, one of which is in the industrial sector, which in the process is always related
to the environment. The industrial sector has contributed to the economic sector that aims for
human welfare, but the fact is that the activities of industrial development have an impact on

the surrounding environment. The impact caused by waste management that is not in



accordance with the standards recommended by the local government, the waste itself
consists of solid, liquid and gas waste which if not managed can cause pollution. Therefore,
the role of the Regional Government is very necessary in dealing with the impacts. Local
governments have the authority in governance, especially at the district or city level.
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